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TENTANG 
. 

PKRUBAHAR UTIG& PERATURAR Dt\KRAH IAIIJPATER Dt\KRAH 
TINGKAT II SHtfARANG NCHlR 2 TAHUN 1976 TBNTAHG 

THHPAT PBHANDIAH 

Herdsbang 

DENGAN RAfltAT 'IDHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI m>AIA DmWI TINGKAT II S.IMARANG 

: a.. bahw~ ketentua.n tarip masuk tempat 
pemandian berdaaarkan Peraturan 
Daerah Kabupatsn Daerah Tingkat II 
aemarang Nomor 2 Tahun 1976 tentang 
Tem~t Pemandian yang diaahkan 
dengan Keputuaan Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 
29 Oktober 1~76 Nomor: Hkm.48/9 
/1 Q7~ ,hrn ti'hmiiAngkAn dalam lembaran 
Daerab. !~.'t-•.1 ~':'.+':'n D-3.~r~h 'i'i ngkat. · II 
Semarang Tahun 1976 Seri B Nomor 1 
yang telah diubah terakhir kali 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
De.erah Ti:r,.g_~Bt. II Semarang Nomor 6 
Tahun 1986 tentang Perubaha.~ Kedua 
Peratura.~ Daerah Kabupaten Dae ab 

Tingkat ..... ; ..... 



Mengingat 
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Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 
1976 tentang Tempat Pemandian yang 
diaahkan dengan Keputusan Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
tanggal 25 Agustus 1986 Nomor 
188~3/196/1986 dan diundangkan dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Semarang Tahun 1986 Seri 
B Nomor 4 sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan keadaan,oleh · 
karena itu perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa aehubungan dengan hal tera~but 
diatas perlu mengatur dan mene­
tapkannya dalam Peraturan Daerah 
Perubahan. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Da.erah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinai 
Jawa Tengah; 

2. Uudang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 
1957 ten tang Feraturan Umum 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 
57,Tambahan lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1288) 

3.. Undeu'1.g - undong ~:cw.or 67 Tahun 1958 
tcntar~ Perubahan Batas-batas 
Wilayah KotapraJa Salatiga dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang 
( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 
Le.ll.baran Negara Republik Indonesia 

4. Undang-undang ....... . 
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4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 197 4 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3037) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Ta.bun 
1976 tentang Perluasan Kotamadya 
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 307~) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 
1992 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga 
dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang ·(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500) ; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 
1986 tentang Perubahan Kedua 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 
1976 tentang Tempat Pemandian 
<TP-mhArAn Daerah Kabupaten Daerah 
Tine;k-3.t II SP.ma.rang Tahun 1986 Nomor 
4) ; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 
1987 tental'l.g Pembentukan Suaunan 
Organisasi Da..~ Tata Kerja Dinas 

Pariwiaata ........ . 
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Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat 
I I Semarang ( Lembaran Daerah 
Kabupatep Daerah Tingkat II Semarang 
Tahun 1987 Nomor 10) ; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Semarang Nomor 10 
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Peme­
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Semarang Tahun 
1988 Nomor 11) ; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 
1990 tentang Perubahan - Ketiga 
Peraturan Dae~ah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Semarang Tentang 0byek 
Wisata Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang Tahun 1990 Nomor 3 ) ._ 

Dengan PersetuJuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah l.abupaten 
Daerah Tingkat II eeaarang . 

Henetapkan -

vvunmn.-.vau 
U.DUV.1.V~n.an 

., 

PERATURAN Dt\KRAH KABUPATBH - DAERAII 
TINGKAT II SBHARANG TEN'1'ANG PERUBAHAN 
V1'"PTl".A 1'111DAIJ'lff>AU nA17DAU VADrTnAlll'l'D'U navnatt 
U.U.&..&.~ CD.1.~UA~• ~V31,- DrwU.CD...l..llll.~ .1«'100::C» A 

TINGKAT II SEMARANG NCH>R ,-2 TAHUN 1976-
~wna-.:1'n ~Al'ff ~&."l"P'l.T .,._ .. 

. u:,n.u,.nu J..DOr.aJ. rnotuu,.l.lll'I. 

Pasal 1. .. ~ ... 
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Paaal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II semarang 
Nomor 2 Tahun 1976 tentang Tempat Pemandian yang diaahkan 
dengan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor: Hnk.48/9/1976 tanggal 29 Oktober 1976 dan 
diunda.ngkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Semarang Tahun 1976 Nomor 1 yang telah diubah kedua 
kalinya dengan Peraturan Da.erah Kabupaten Da.erah Tingkat II 
Semarang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peratu­
ran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 
Tahun 1976 tentang Tempat Pemandian yang diaahkan dengan 
Keputuaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Teng{lh Nomor 
· 188.3/196/1986 tanggal 25 Agustus 1986 dan diundangkan 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
Tahun 1986 Nomor 4 diubah l agi sebagai berikut 

A. Pasal 1 huruf d dihapus. 

B. Dalam Paaal 3 diubah dan dibaca · 

(1) a. Untuk setiap kali ma.auk ke Tempat Pemandian 
dipungut tarip masuk sebeaar Rp. 500,00 
(lima ratua rupiah) ; 

b. Untuk aetiap 2 (dua) jam menyewa ban 
dipungut tarip aewa ban aebesar Rp. 200,00 
( dua ratus rupiah) ; 

c. Unt1_1_k eet. i ap 2 ( dua) ,i am menyewa pakaian 
fflAnni tJATii t,A ni l)\ll'l~lt t.Ari !) 80Wa '08.kaian 
aebeaar Rp. 400,00 (empat ratua rupiah) ; 

d. Untuk aetiap 2 (dlla) ,j am menyewa pakaian 
m~11ci1 pria dipungut tarip sewa pakalan 
sebeaar Rp. 300,00 ( tig~ ratua rupiah } ; 

C. Diantara ..•...•.. 
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C. Diantara Paaal 3 dan Paaal 4 ditambah 1 Pasal baru 
yai tu yang berbunyi : 

Paaal 3 A 

Seluruh ha.ail pendapatan yang diperoleh dari pungutan 
Retribusi aebagaimana dimakaud Paaal 3, aeluruhnya 
diaetor ke Ka.a Daerah. 

D. Paaal 6 ayat (1) diubah dan dibaca : 

( 1) Pegawai tempat pemandian berkewaj iban meng­
amat-amati penggunaan tempat pemandian pleh 
pengunjung dan memberikan bantuan /pertolongan 
bila diperlukan. 

E. Paaal 8 diubah dan dibaca : 

( 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan 
oleh Dinaa Pariwiaata Kabupaten Daerah Tingkat 
II Semarang. 

(3) Pengawaaan terhadap pelekaanaan Peraturan 
Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum pada 
Setwilda Tingkat II Semarang dan Pejabat 
Inatanai terkait sepanjang menyangkut bid.a.rig 
tugaanya yang ditunJuk Bupati Kepala Daerah . 

F. Ditl!ltare. Pasal 8 dan Pasal 9 ditambah 2 Pasal oaru 
v.q i t .11 v.<1na h.:.,,,hnn~ri • 
., - - - - · - ., --c;;;;1 - - - --•-, - • 

Paaal 8"A 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan aebagaimana 
ni m.qk ~1_1_d Pe.!':e.l 3 , ~ ::!::..~ ? P8:-::.-t-=~ l'.aerah i r..i 
d!.kenakan Pida!la Kurungan selama-lamanya 3 

, .. .: -- ' \ ".J.5a. I • • • • • • • • • • • • • • 

\ 
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(tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 
Rp. 50.000 , 00 (lima puluh ribu rupiah). 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal ini adalah pelanggaran. 

Pasal 8 B 

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugaa menyidik 
tindak pidana, penyidikan ataa pelanggaran tindak 
pidana aebagaimana dimakaud Paaal 13 Peraturan 
Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat.Penyi­
dik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Da.erah Tingkat II Semarang yang pengang­
katan dan kewenangannya dan dalam menjalankan 
tugasnya aesuai dengan Peraturan Perundang­
undangan yang berlaku . 

G. Pasal 9 diubah dan dibaca : 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan 
Daerah ini akan diatur lebih lanJut oleh Bupati 
Kepala Daerah aepanjang mengenai pelaksanaannya. 

Peraturan 
diundangk:.n. 

Pasal :i1 

Daere.h ;,.,,i mnl .•d berlAlm 

Agar aupaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerin-­
t&hkan pangundangan Peraturan Daerah ini dengan penell'.lpa­
ta."l.nya de.!=.!" f ..<>m'h ...... ,.,., n,.;::,.,..,.}i l(~h~1n:>+.;::,n f);,u:>,r.ql, Ti.ngkat II 
Semarang. 

Di +::etapkan .••••••.••• , 
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Ditet apkan di Ung a r an 
pada tanggal 23 Nopember 1995 

DEWAR PKRWAKILAR RAKYAT IWmAII 
IABUPATKN D&KRAH TINGKAT II 

SEMARANG 
Ketua 

cap ttd cap 

BUPATI IKPAIA Dt\KRAH 
TINGKAT II SHMARANG 

ttd 

Drs. S O E P O N 0 Dra. S O E D I J A T N,O 
• 

' Disabkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerl'lh Tingkat I 
Jawa Tengah Tanggal 22 Mei 1996 Nomor: 188.3/128/1996. 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
I I Semarang Nomor 8 Tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 Seri B 
Nomor 2. 

Sesuai dengan aalinya 
,.ffVT\1'JnlAftT,... 1'.'ITT a,ra•T , ~•nrnaww 
O.DJUl.l)LGl\..1.0 n.1.1 .• r:u.ao ,1 1,sr-ivv, 

Cap ttd 

T\-._ u n 'D n v n. .,,. " 
.LIL·n. " V .ll, n. .I. V n " 

i¼mbina Utaaa. nuda 
NIP. 010051872 


